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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 25/PRT/M/2017 

TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENGAWASAN INTERN  

DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan infrastruktur yang 

handal di bidang pekerjaan umum dan perumahan 

rakyat, diperlukan pengawasan intern yang 

komprehensifdan kompatibel atas penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; 

b. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Pekerjaan 

Umum Nomor 14/PRT/M/2007 tentang Pedoman 

Umum Pemeriksaan Dalam Rangka Pengawasan 

Fungsional di Lingkungan Departemen Pekerjaan 

Umum sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan sehingga perlu disempurnakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Umum 

Pengawasan Intern di Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6018); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4816); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4890); 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 80); 

11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 16); 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara  Nomor  PER/220/M.PAN/7/2008 tentang 

Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara  Nomor  PER/220/M.PAN/7/2008 

tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka 

Kreditnya  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 863A); 

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 

2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah; 
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14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

10/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan 

Keuangan Bendahara Umum Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42); 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 466); 

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 817); 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 07/PRT/M/2017 tentang Kode Etik 

dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 547); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN UMUM 

PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN 

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas 

dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk 

kepentingan  pimpinan dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik.         

2. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

3. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 

Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 

4. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 

satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai 

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 

anggaran, atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. 

5. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang 

selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kegiatan 

pengawasan yang akan dilaksanakan pada tahun 

bersangkutan yang meliputi kegiatan audit, reviu, 

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 

lain. 
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